BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan uranian yang telah diapaparkan diatas maka dapat
ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kekuatan daya ikat suatu perjanjian internasional merupakan daya
mengikatnya suatu perjanjian internasional terhadap suatu negara.
Kekuatan daya ikat perjanjian internasional pada prinsipnya membebankan
hak dan kewajiban bagi negara peserta. Di mana negara peserta harus
tunduk pada ketentuan-ketentuan yang telah diatur di dalam suatu
perjanjian internasional tersebut. Negara juga berkewajiban untuk
melaksanakan ketentuan-ketentuan atau asas-asas yang telah diatur
didalam perjanjian, kecuali jika ada ketentuan-ketentuan atau asas-asas
yang direservasi pada waktu penandatanganan, sehingga negara tersebut
tidak tunduk pada ketentuan-ketentuan atau asas-asas trsebut. Seperti
halnya reservasi yang dilakukan oleh negara Indonesia pada ketentuan
pasal 29 konvensi CEDAW. Maka negara Indonesia secara tegas
menyatakan bahwa negaranya tidak tunduk pada ketentuan yang diatur
didalam pasal 29 konvensi CEDAW. Reservasi yang dilakukan oleh
Indonesia bukan berarti reservasi tersebut mengurangi daya ikat perjanjian
internasional tersebut, khususnya Konvensi CEDAW terhadap negara
Indonesia dan tetap saja menuntut Indonesia untuk menjalankan

ketentuan-ketentuan yang tercantum didalam Konvensi dengan itikad baik.
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2. Negara dapat dijatuhkan sangksi apabila suatu negara tidak melaksanakan
ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam konvensi. Sangksi berdasarkan
hukum kebiasaan internasional selalu melekat secara otomatis di dalam
suatu perjanjian internasional, dalam hal ini sangksi itu juga melekat pada
Konvensi CEDAW. Konvensi CEDAW tidak memberikan aturan secara
tegas mengenai bentuk sanksi yang dapat dijatuhkan bagi negara yang
tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah diatur didalam
konvensi. Tetapi di dalam ketentuan pasal 29 konvensi CEDAW
memberikan alternatil penyelesaian sengketa jika terjadi perselisihan di
dalam pelaksanaan dan penaifsiran\ dari isi konvensi CEDAW yang
melibatkan dua negara atau lebih. Sehingga sanksi tetap juga bisa
dijatubkan bagi negara peserta konvensi yang tidak melaksanakan
ketentuan-ketentuan yang telah diatur didalam konvensi CEDAW.
Mengenai masalah bentuk sanksi yang dapat dijatuhkan bagi negara
tergantung dari keputusan badan arbitrase atau keputusan dari mahkama\“
internasional.

B. Saran
Pemerintah Indonesia sebagai negara peserta konvensi CEDAW
harus berani mengambil langkah-langkah implementasi secara efektif guna
menjamin terciptanya penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap
wanita di Indonesia. Implementasi harus dibarengi juga dengan pembuatan
peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan maksud dan ketentuan-

ketentuan yang terkandung di dalam konvensi CEDAW. Di dalam praktek
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pelaksanaannya harus juga menciptakan suatu ketentuan administratif yang
tegas dan sistematis di dalam lembaga pemerintahan termasuk lembaga
eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk menjamin pelaksanaan setiap
keputusan-keputusan yang telah diambil.

Peran pengawasan dari negara—hegara peserta konvensi CEDAW
juga sangat dibutuhkan, sehingga tujuan dari pembentukan konvensi CEDAW

dapat tercapai.
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